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RINGKASAN

Peran sentral tanah dalam hidup manusia, menyebabkan Jean Jacques
Rousseau menempatkan aspek pemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari teori
kontrak sosial (social contract). Permasalahan pengaturan pengadaan tanah dilihat
dari aspek materiil, berkaitan dengan substansi hukum, yaitu materi muatan
peraturan sering tidak lengkap dan tidak tegas atau jelas. Diantara adalah belum
diaturnya mekanisme pembangunan kepentingan umum, masih kaburnya kriteria
pembangunan untuk kepentingan umum, tidak jelasnya aturan sistem dan
mekanisme akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengadaan tanah,
komposisi Panitia Pengadaan Tanah yang hanya dari unsur pemerintah saja,
pengaturan pembatasan tenggang waktu musyawarah sehingga tidak konsisten
dengan esensi musyawarah, Pemberian ganti rugi hanya terhadap yang bersifat
fisik saja namun yang bersifat non fisik tidak diatur, tidak diaturnya bentuk dan
mekanisme ganti rugi pengambilan tanah ulayat dan penunjukan lembaga
konsinyasi yang tidak tepat. Bali sebagai masyarakat sosial, dalam peradabannya
juga memiliki konsep norma yang mengatur kehidupannya dalam peradaban sejak
jaman dikenalnya kebudayaan yang terkenal dengan kosmologi Tri Hita Karana
dan merupakan falsafah hidup yang bertahan hingga kini walaupun berada dalam
konsep-konsep perubahan sosial yang selalu berdinamika sebagai salah satu ciri
atau karakter peradaban. Dalam mengimplementasikan filosofi Tri Hita Karana
yang dimaksud, sangat ditekankan bahwa ketiga unsurnya harus diaplikasikan
secara utuh dan terpadu.

Prinsip ganti rugi yang di gunakan oleh pemerintah belum di rasakan
maksimal dan prinsip ini lah yang menjadi sebuah isu hukum fungsi sosial religius
yang di miliki oleh tanah masyarakat tidak menjadi sebuah nilai dalam konsep
pengadaan tanah yang pada akhirnya hal yang di tujuan dalam proses ganti rugi
oleh pemerintah mengalami konflik dengan masyarakat konsep Tri Hita Karana
menjawab hal yang paling sulit di telaah dan di pecahkan oleh pemerintah yaitu
kebahagiaan yang di tujuan untuk masyarakat ter dampak pembebasan dan
pemerintah sendiri oleh sebab itu peneliti dalam isu hukum yang sudah di
paparkan di atas akan menawarkan konsep baru tentang Penerapan Tri Hita
Karana Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas,
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Harmonisasi Tri Hita Karana
dalam hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

filosofi Tri Hita Karana dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sangat
mempengaruhi antara tanah dan manusia memiliki hubungan yang tidak dapat
terpisahkan, yakni hubungan sosial, hubungan emosional, dan hubungan spiritual
yang tercermin dalam prinsip Komunalistik Religious yang terkandung dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Agraria. Hubungan yang erat antara tanah dan sumber daya alam dengan manusia
tampak pada perspektif agama, pandangan hukum adat, maupun dalam
pendekatan hukum lingkungan (egosentrik, antroposentrik, dan ekosentrik).



Tanah merupakan wadah dari segala sumber daya alam yang merupakan sesuatu
yang dapat menunjang kehidupan manusia. Untuk itu, akses manusia terhadap
tanah dan sumber daya alam perlu dijamin melalui instrumen hukum yang
mengacu dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 dimana makna, hakikat, dan filosofi yang terkandung
dalam Pancasila harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan tersebut
dan dapat bersinergi dalam turunan peraturan peraturan pemerintah baik pusat dan
daerah yang berlandaskan dan memiliki hierarki terhadap kearifan lokal yang
bersinergi dalam rangka harmonisasi masyarakat dan kesejahteraannya dalam
prinsip pengadaan tanah yang terkandung di dalam peraturan perundang undangan
dan menjadi suatu sistem bagi pemerintah pusat dalam rangka pembangunan yang
bertujuan untuk kepentingan umum. Penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Bali
terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam rangka
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat di sambut oleh daerah khususnya
daerah Bali untuk menerbitkan Peraturan turunan berupa Peraturan Gubernur yang
berlandaskan dan filosofis Tri Hita Karana dalam Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional sebagai landasan dan pijakan bagi rakyat Indonesia dan Negara
untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam atau sumber daya
agraria untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tri Hita Karana dalam kerangka prinsip hukum untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat adalah pemerintah menjamin kepuasan masyarakat
dalam proses pembebasan hak atas tanah oleh pemerintah dalam rangka
pembangunan fasilitas umum perspektif kepentingan masyarakat umum yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan tanpa menciptakan sumber konflik atas
tanah karena kepuasan terhadap hal di atas di karenakan tidak mendapatkan
keadilan. Selain melaksanakan filosofi Tri Hita Karana di mana Negara mengakui
dan dapat memberikan nilai keadilan sosial yang menghormati kearifan lokal
segenap masyarakat di seluruh Indonesia yang akan memberikan tujuan Negara
yaitu keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (agrarian
justice), peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat
terwujud. Untuk itu, maka transformasi pengelolaan sumber daya alam melalui
proses transformasi perusahaan asing yang menguasai sumber daya agraria perlu
untuk dilaksanakan. Pada akhirnya tujuan pembangunan untuk kepentingan umum
olen pemerintah yaitu mensejahterakan segenap masyarakat Indonesia dapat
terwujud dan dapat tanpa terciptanya konflik vertikal dan horizontal terhadap
pembebasan hak milik atas tanah, ini mencerminkan dasar dalam pembaruan
Hukum Agraria Nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat karena
hak atas sumber daya agraria adalah fundamental rights. Untuk itu perlu untuk
dilakukan rekonstitusionalisasi terhadap peraturan pengadaan tanah yang
berkonsepkan Tri Hita Karana. Reformasi regulasi di bidang ke agraria dan
pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum adalah suatu
keniscayaan yang bersifat strategis dan mendesak karena menyangkut sumber
kehidupan dan kelangsungan kehidupan di masa mendatang.

Xi



Reformasi  regulasi melalui upaya penyesuaian  (sinkronisasi),
penyelarasan (harmonisasi), dan penguatan (sinergi) kaidah hukum antara
peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah terkait Penerbitan Peraturan
Gubernur Provinsi Bali dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
yaitu Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya Peraturan Gubernur
yang bersifat sektoral. Selain itu, perlu pula untuk melakukan revisi dan
penguatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Agraria sebagai payung hukum yang mengatur mengenai sumber daya
agraria di Indonesia terhadap kejelasan dan persatuan terhadap makna kearifan
lokal terhadap hak-hak atas tanah oleh masyarakat adat dan eksistensi kearifan
lokal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Agraria.

Surabaya, September 2021
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ABSTRACT

Philosophically the existence of the land is fundamental in human life. The
existence of the land is seen in its functions both economically, socially,
culturally, politically, legally, and in development. Land plays a central role in
these fields and has a valid value to develop human life in society.

This relationship is what makes it very important for the use of land in the
lives of people and the State that we can see in every development in our Country
urgently needs land to support the movement of government programs to organize
development to achieve the goal of the 1945 virgin law, namely Article 33
paragraph 3 that in the concept of development requires land to ensure the
prosperity of the people. The occurrence of conflicts on land rights exemptions in
general, namely regarding compensation carried out by the government, has not
fulfilled a sense of justice so that there is often horizontal conflict.

In this dissertation, there are two main issues, namely: Harmonization of
the Tri Hita Karana in land procurement law for development for the public
interest and the legal principle of land procurement for development for the
public interest based on the Tri Hita Karana in solving the above issues we use
normative juridical research methods to find the rule of law, legal principles,
legal doctrines to answer the legal issues faced.

The Tri Hita Karana in the procurement of land for development in the
public interest aims to realize the community's welfare so that there is
harmonization in land acquisition for the public interest. The of Tri Hita Karana
in the Regulation of Bali Province No. 3 of 2020 has not regulated the technical
problems of land procurement for the public interest to realize the welfare of the
community; therefore, the concept of Tri Hita Karana in rules and technical
implementation must be regulated to achieve harmonization of the Tri Hita
Karana because this concept emphasizes that in the procurement of land for the
public interest must prioritize the concept of harmonization.

Keywords: Harmonization, Tri Hita Karana, Land Procurement
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